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3. 2. Saran

a. Penerima Hak Tanggungan sebaiknya lebih berhati-hati untuk menerima

hak atas tanah yang mempunyai jangka waktu (dalam hal ini HGU, HGB,

Hak Pakai atas tanah Negara) untuk lebih memperhatikan jangka waktu

hak atas tanah tersebut yang akan dibebani Hak Tanggungan. Hal ini

mengingat dengan hapusnya hak atas tanah tersebut akan berakibat pula

hapusnya Hak Tanggungan, dengan demikian akan dapat merugikan

kreditor tersebut.

b. Apabila kreditor setuju untuk menerima hak atas tanah yang jangka

waktunya terbatas sebaiknya juga disertai jaminan tambahan lainnya, baik

berupa jaminan kebendaan secara Fidusia, Gadai, maupun Hipotik. Hal

ini untuk melindungi kepentingan kreditor bilamana hak atas tanah yang

dibebani Hak Tanggungan tersebut menjadi hapus.

c. Bank harus mempunyai bagian custody untuk dokumentasi sertipikat serta

penanganan extra untuk sertipikat-sertipikat serta mengenai kadaluarsa

sertipikat.
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